
1.. Undang-Undang : Nomor 8 Tahun 2022 tentang
Provinsi Kalimantan Selatan '{Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor6779);

2.. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor· 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor6757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Tahun 2014

. Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5587);

4. trnuang-trndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran. Negara

Mengingat

b.. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a,' perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Tarif dan Retribusi Penyeberangan di Air Dalam
Wilayah .Kabupaten Barito Kuala Dan Lintas Kabupaten
Barito Kuala Dengan Kota Banjarmasin ..

: a. bahwa demi untuk keberlangsungan pelayanan angkutan
penyeberangan di .air, karena adanya peningkatan biaya

. operasional dengari tetap memperhatikan kepentingan
kemampuan masyarakat luas serta dalam rangka untuk
meningkatkari Pendapatan AsU Daerah (PAD), maka
. dianggap perlu untuk melakukan penyesuaian tarif.

Menimbang

DENGANRAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO KUALA,

PERATURAN BUPATI BARITO.KUALA

NOMOR127 TAHUN2022
. TENTANG

TARIFDANRETRIBUSIPENYEBERANGANDIAIR
DALAMWILAYAHKABUPATENBARITOKUALADANLINTASKABUPATEN

. BARITO KUALA DENGAN KOTA BANJARMASIN

BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



'Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,. . ,
Tambahan Lembaran .Negara Republik Indonesia
. Nomor5601);

5. Undang-Undang .Nomor 12 Tahun 2011 .tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor5234);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130,' Tambahan Lembaran Negara

, Republik Indonesia Nomor'S049);
7. ,Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang

Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2'008Nomor64, Tambahan Lenibaran Negara
Republik Indonesia Nomor.4849);,

8. Peraturan Pemerintah NomorS'l Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan . Pelayaran (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 .Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara' Republik Indonesia
Nomor6643);

9. Peraturan Pemerintah Nomor69 Tahun 2010 tentang
Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, .Tambahan .Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor51~1);

10.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan '
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah . Propinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia ·Tahun ,2007 .Nomor 82, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor4737);

11.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58
Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
,Republik Indonesia Nomor4578);

12.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79
Tahun 2005' tentang Pembinaan dan Pengawasan
,Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

, 'Nomor 4593);
13.Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia'

Nomo~PM 61 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Angkutan Sungai dan Danau (BerttaNegaraRepublik, . . ,. I . . '
Indonesia Tahun 2021 Nomor 780); .



Pasall
-Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Bupatiadalah Bupati BaritoKuala .

..3. Pemerintah Daerah ·adalah Bupati dan perangkat daerah lainnya
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Barito
Kuala.

4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Barito
Kuala.

5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan
daerah dan/at:au retribusi daerah sesuai denganperaturan perundang-
undangan. ..

6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya .disebut Retribusi, adalah pungutan
Daerahsebagai pembayaran atasjasa atau pemberian izin tertentu yang

. khusus disediakan .danyatau .diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk

. kepentingan orang pribadi atau Badan.

BAD I
.KET;ENTUAN·UMUM

Menetapkan .: .PERATURAN BUPATITENTANGTARIFDANRETRIBUSI·
PENYEBERANGANDIAIRDALAMWILAYAHKABUPATEN
BARITO KUALADAN LINTAS KABUPATEN BARITO KUALA
DENGAN KOTABANJARMASIN

MBMUTUSKAB :

Memperhatikan : L .Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor
PR.301/.1/7/DJPD/2021 tanggalL? Desember 2021
tentang Penyesuaian tariff Angkutan Penyeberangan
Lintas Antar-Kabupaten/Kota Dalam Provinsi dan
Lintas Penyeberangan Dalam Kabupaten/Kota;

·2. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan .Nomor
188.44/0692/KUM/2022 tentang Penetapan Tarif

. \___. Angkutan Penyeberangan Lintas Mantuil-Tamban,
Alalak-Jelapat, Banjar Raya-Saka Kajang untuk
Penumpang KelasEkonomidan Kendaraan;

3. Notulen Hasil Rapat Pembahasan Penyesuaian tarif
Angkutan Penyeberangan Lintas Kota Banjarmasin
Kabupaten Barito Kuala, tanggal 07 September 2922.

14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 1.6
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun
2016 Nomor 34);

15.Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor
105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi Tugas dan. Fungsi,. serta Tata .Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala.



7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan
yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang
dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah
dengan menganut prinsip-prinsip komersial .karena pada dasamya
dapatpula disediakanoleh sektor swasta.

9. Badan adalahisekumpulan orang dan/atau modal, yang merupakan
kesatuan baik yang,melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan ,'lainriya, Badan Usaha Milik Negata atau Daerah dengan
nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, 'koperasi, dana pensiun,
,persekutuan, ,,:perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi,
'.social politik, atau organisasi yang,sejenis, lembaga,bentuk usaha tetap
dan bentuk badan lainnya.

10. Subyek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang
menggunakan/menikmati'pelayananjasa usaha yang bersartgkutan.

11.0byek retribusicjasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh
pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi
pelayanan dengan menggunakan / memanfaatkan' kekayaan daerah
'yang belum dimanfaatkan secara optimal dan Iatau pelayanan oleh
pemerintah daerah sepanjang 'belum disediakan secara memadai oleh
pihakswasta, .

12.Wajib retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang,
menurut ,', ketentuan ..perundang-undangan 'retribusi diwajibkan
melakukan pembayaran retribusi, .termasuk pemungut atau pemotong
retribusi jasa usaha. ," '

13.GolonganRetribusi JaSa usaha adalah objek retribusi yang dikenakan
atas jasa usaha.

14.Penyeberangari Air adalah penyeberangari orang darr/atau kendaraan
, dengan menggunakan .kapal/feri penyeberangan,

15.Retribusi Penyeberangan di Air adalah pembayaran atas pelayanan
penyediaan sarana penyeberangan urituk kendaraan roda dua , roda
.empat dan fasilitas lainnya yang disediakan, dimiliki,dan/ atau dikelola
oleh PemerintahDaerah.

16.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD,
adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang, telah
,dilakukan denganmenggunakan formulir atau telah dilakukan dengan
cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh
,Kepala Daerah

" 17.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD,
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besamya jumlah
pokokretribusi yang terutang.

18.Surat Ketetapan .Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya
disingkat SKRDLB,adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan

",jumlah 'ke:lebibanpembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi
Iebih 'besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak
terutang,

19.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya .disingkat STRD,
adalah eurat untuk .melakukan tagihan . retribusi danj'atau sanksi
administratifberupa bungadanyatau denda.

\__, ,',



Pasa1S
Retribusi dipungut didaerah Kabupaten Barito Kuala.

BABV
W1LAYAH PEMUlfGUTAN DAR IIfSTANSI PEMUNGUT

Pasal7
Struktur dan besaran Tarif Penyeberangan di Air sebagaimana tercantum
padaLampiran ldan II Peraturan Bupati ini.

BABIV
STRUK~ DAN·BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasa16
Prinsif Penetapan Tarif Retribusi Penyeberangan di Air didasarkan untuk
memenuhi biaya pembangunan penyediaan fasilitas penyeberangan, biaya
pemeliharaari, peningkatan pelayanan dan biaya pembinaan dengan
memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas
. diterima oleh pengusaha yang beroperasi secara efisien dan berorientasi
pada harga .pasar .:

PasalS
Tingkat penggunaan Jasa. Retribusi Penyeberangan .di Air diukur
berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan yang diseberangkan.

BAB III
TllfGKAT DAR PRIlfSIP RETRIBUSI .

yang.
dengan

badan
di air

Pasa14 .
·.Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau
menggunakau/menikmati .pelayanan penyeberangan
memanfaatkan pelabuhan milik Pemerintah Daerah.

Paul 3
(1) ObjekRetribusi Penyeberangandi Air adalah pelayanan penyeberangan

orang. ·atau barang dengan menggunakan .kendaraan di air yang
memanfaatkan pelabuhan milik Pemerintah Daerah,

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud padaayat (1)
adalah pelayanan pelabuhan : penyeberangan yang dikelola oleh
Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pa.. 12
. Dengan nama Retribusi .Penyeberangan di Air dipungut Retribusi atas
pelayanan .penyeberangan .orang atau barang dengan menggunakan

.•kendaraan airyang memanfaatkan pelabuhan milik Pemerintah Daerah.

BABD,
KAMA, OB~K DAB SUBYEK RETRIBUSI .



Paaal13
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau
kurangmembayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2
% (dua perseratus] pet bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang
dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.'

BA8VIII '
SANKSI ADMIIfIS'fRASI

, Pasa112.
(1) Saat retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau

, Karcis.. ' , " ',,', "
(2) Pelaksanaan penagihan retribusi clikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh

tempo pembayaran dengan mengeluarkan : Surat teguran/
peringatanj'eurat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan
pelaksanaan penagihan.

(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat
,teguranj'peringatan/ surat .Iain ,yang, sejenis, wajib retribusi harus

, , meluriasi retribusinya yang terutang. ,
:(4) Surat teguranj'penyetoran atau suratlainnya sebagaimana climaksud

pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabatyang ditunjuk.

\___.' '

BABVII
TATA CARAPBNAGIBAIf

Pasal11'
(1) , Pembayaran ·retribus~.sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)

diberikan tanda bukti pembayaran,
(2)' Setiap ':pembayaran dicatat dalam buku penerimaan, (3) Bentuk, isi

buku dan' tanda 'bgkti pembayaran diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati danj'atau Keputusan Bupati.,

Pasa110
(1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai/lunas.
(2) ,P~mbayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau di tempat

lain yang ditunjuk , sesuai waktu yang ditentukan dengan
menggunakan.SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Dalamhal pembayaran.dilakukandi tempat lain yang ditunjuk, maka
hasil penerimaanRetribusi Daerah harus disetor ke KasDaerah paling
lambatdalam waktu ,1. (satu) hari .kerja,,

Pasa19
(1) , Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. , ,
(2) .Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain

yang dipersamakan.
,(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagainiana dimaksud pada ayat

(2)dapat berupa karcis, .kupon dan kartu langganan. '

BABVI
TATA C.AR,APEMUNGUTAlf DAN PBMBAYARAIf



Pasal16 '
(1) Hak untuk melakukan penagihanRetribusi .menjadi kedaluwarsa

setelah .melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat
terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak
pidana eli bidang Retribusi..

(2) 'Kedaluwar~ penagihanRetribusi sebagaimanadimaksud pada ayat (1)~. - '. ,

tertangguhjika:
a. diterbitkan Surat Teguran; atau
h. ada pengakuan utang Retribusi dati Wajib Retribusi, baik langsung

maupuntidak langsung. ,
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal
, diterimanya Surat Teguran tersebut.

(4) Pengalruan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), huruf b .adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya
menyatakan masih , mempunyai utang .Retribusi . dan belum
melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan ,utang Retribusi secara 'tidak langsung sebagaimana
dimaksud pada .ayat (2) huruf b, .dapat diketahui dari pengajuan
permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan perrnohonan.
'keberatan oleh WajibRetribusi.

BABXI
KED~UWARSA PERAGIIlAN

Pua115 '
(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi

insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
(2), Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
, (3) 'Tata cara pemberiandanpemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud

pada ayat (I) diatur denganPeraturan Bupati dan/atau Keputusan
Bupati.

BABX
.INSENTIF PEMUlfGUTAN

Pasal14
(1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan;

keringanan dan pembebasan retribusi.
(2.)· Pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada

ayat(l) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
(3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diberikan

dengan memperhatikanfungsi objek retribusi.
(4) Keterrtuan lebih lahjut.mengenai tata cara pengurangan, keringanan

dan pembebasan retribusi, diatur dengan Keputusan Bupati.

BAD IX
PElfG~GAN, KERIlfGANAN' DAN ·PBMBEBASAlf RETRIBUSI



: di Marabahan
: 30Septe r 2022

Agar. setiap. orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ..Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten BariteKuala.

Pasa118
Peraturan Bupati ini mulai berlaku efektifpada tanggal 01 Januari 2023.

BAB·XII
KETERTUAB PENUTUP

·Pasa11?
(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk

melakukan penagiha.i1sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
(2) ..Bupati menetapkan Keputusan Penghapuaan Piutang Retribusi yang

sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa

diatur dengan Peraturan Bupati danj'atau Keputusan Bupati.



Rp.5.000,00Kendaraan roda dua

PEMILIK .RETRIBUSI
KAPAL FERYBaru

Rp. 8.000,00. Rp.7.000,00· Rp.1.000,00

JENIS BANGUNAN....
PERHITUNGANPEMBAGIAN.BESARNYATARIF

~ Kendaraanrodaempai Rp.2S.000,OO Rp.30.000,00 Rp.2B.000,00 Rp.2.000,00

..
STRUKTURBESARAN TARIF PANRETRIBUSI PENYE~ERANGAN DI AIR

DALAM WILAYAH KABUPATENBARITO KUALA

Lampiran I: Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 127 Tahun 2022
. Tangga130 September·2022



"'-- '

Rp. 7.000,00' Rp.10.000,00' Rp.9.000,00 Rp: 1.000,00Kendaraan roda dua

Lama'

PERHITUNGAN PEMBAGIANBESARNYA TARIF
,PEMILIK RETRIBUSI

KAPAL FERYBarilJENIS BANGUNAN

",STRUK:TURBESARAN'T~IF DAN RETRIBUSi PENYEBERANGAN DJ'AIR
,,LINTAS KASUPATEN BARITO KUALA,DENGAN KOTA BANJARMASIN

, , Lampiran II : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 127 Tahun 2022
Tanggal 30.September 2022


